Menimbang

Mengingat

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

. bahwa sebagai panduan untuk menjalankan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, dan adanya
pelimpahan sebagian kewenangan dari masing-
masing Perangkat Daerah ke Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 13);

6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 76 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2015 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Tabanan.

5. Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan

Daerah.
BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun dan mengusulkan
SOP kepada Bupati melalui Bagian Organisasi.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Penetapan Standar  Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Nopember 2019

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH:

ABUPATEN TABANAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 78



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR



